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MEMUTUSKAN .

. KEPUTUSAN DEWAN PERwW

KABUPATEN  BATANG AI%S'?A;}SKYAT DAERAH
PERSETUJUAN ~ RANCANGAN  PERATURAN PENETAPAN
KABUPATEN BATANG TENTANG RENCANA PEMBAI\II)(/}\ ERAH
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPIMD) KABUPATEN BATANG
TAHUN 2007 - 2012 MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG.

. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
sebagaimana DIKTUM MENETAPKAN adalah merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak tahun 2007 sampai dengan 2012, yang menjabarkan visi, misi dan
program Bupati terpilih, selanjutnya menjadi Pedoman bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan.

. Laporan Panitia Legislasi Khusus DPRD Kabupaten Batang, merupakan

bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

~: Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.

tetapkan, dan apabila
: Keputusan ini mulai berlaku pada ta“ggfl d‘;aj’aka,, pembetulan
dikemudian hari terdapat kekeliruan 2Kkan
sebagaimana mestinya.
. ) tang
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